
 

 

 
 

SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 82 TAHUN 2013 
 

TENTANG  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN                                        

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 

  
Menimbang  : a.  bahwa kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan adalah hak Wajib Pajak; 
 
 b. bahwa dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanaan ketentuan 
Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 
Tahun 2010  tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran  Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

   
Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);  

 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4189); 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4844); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

 

9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2011  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 694); 
 

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 
 

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010  
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 
 

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 
Nomor 27); 

 

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Surabaya Secara Elektronik (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 90). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

2. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Kota Surabaya. 
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3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya. 

 

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah 
dan/atau bangunan. 
 

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 
6. Surat  Setoran  Pajak  Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan,  yang  selanjutnya  disingkat SSPD-BPHTB  
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

 
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 

 
8. Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih  Bayar,  yang selanjutnya  

disingkat  SKPDLB  adalah  surat  ketetapan pajak  yang  
menentukan  jumlah  kelebihan  pembayaran pajak  karena  
jumlah  kredit  pajak  lebih  besar  daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

 
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak 

 
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

 
11.    Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 
 

12. Surat  Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran 
atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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13. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat SKPKP BPHTB adalah Surat Keputusan yang 
menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
 

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D  
adalah  dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan 
Surat Perintah Membayar. 

 

 

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

 
 

Pasal 2 
 

Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi karena : 
 

a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 
terutang;  

 
b. pembayaran BPHTB telah dilakukan sebelum akta 

ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan batal dilaksanakan; 

 
c. adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

yang membatalkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 
yang BPHTB telah dibayar. 

  
 

Pasal 3 
 

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran 
BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 
 

(2) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan : 
 

a. SSPD-BPHTB Asli; 
 

b. fotocopy identitas Wajib Pajak; 
 

c. fotocopy SPPT tahun bersangkutan; 
 

d. fotocopy buku tabungan; dan 
 

e.  surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh 
pemohon yang menyatakan pembatalan perolehan hak atas 
tanah dan/atau bangunan, khusus untuk permohonan 
dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
huruf b; 

 

f. risalah lelang, dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau 
bangunan karena penunjukan pembeli dalam lelang; 
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g. fotocopy putusan pengadilan yang telah dilegalisir oleh 
pejabat/instansi yang berwenang, khusus untuk 
permohonan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2  huruf c. 

 

(3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh 
Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda 
pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi 
tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 
 

Pasal 4 
 

 

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Kepala Dinas menunjuk pejabat/panitia pemeriksa untuk 
melakukan pemeriksaan. 

 

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas)  bulan sejak diterimanya 
surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas harus 
menerbitkan : 

 

a. SKPDLB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata 
lebih besar dari yang seharusnya terutang; 

 

b. SKPDN, apabila jumlah BPHTB sama dengan jumlah 
BPHTB yang seharusnya terutang; atau 

 

c. SKPDKB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata 
kurang dari jumlah BPHTB yang seharusnya terutang. 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan 
setelah memperhitungkan utang pajak lainnya yang harus 
dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan. 
 

(2) Perhitungan utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan apabila berdasarkan data dan penelitian wajib pajak 
memiliki utang pajak lainnya. 

 
                                                            

Pasal 6 
 

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan membayarkan 
kepada pemohon senilai SKPDLB dan SKPKP yang telah 
diterbitkan. 
 

(2) Pembayaran kelebihan pajak BPHTB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM. 
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Pasal 7 
                                                                                                                                                                                                                                                 

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB melalui 
restitusi yang terjadi dalam ma                                                                                                                             
sa pajak tahun yang sama dengan penerimaan BPHTB 
dibebankan pada rekening pendapatan BPHTB. 

 

(2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB melalui 
restitusi yang terjadi pada masa pajak tahun yang berbeda 
dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga yang 
pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku di bidang 
pengelolaan keuangan daerah.                                                                                                                             

 
Pasal  8 

 
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang 
dilaksanakan menurut Peraturan Walikota ini adalah permohonan 
pengembalian BPHTB yang diajukan terhadap ketetapan BPHTB 
mulai tanggal 1 Januari 2011. 

 
Pasal  9 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

       

 
                                                                Ditetapkan di Surabaya 

                                                                              pada tanggal 31 Desember 2013 
                                                                          

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 31 Desember 2013 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd. 
 

HENDRO GUNAWAN 
 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 82 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd 
 

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH. 

Pembina 

Nip. 19730504 199602 2 001 


